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KATA PENGANTAR 
   
 
Tidak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat, memaksa kita untuk terus 
bergerak maju menyisahkan kenangan, suka duka, dan berat nikmatnya 
perjuangan menempuh hidup bermahasiswa. Dan hanya aturan formallah yang 
telah memaksa kita untuk melepaskan status kemahasiswaan yang telah di 
sandang dan perjuangan yang sesungguhnya barulah akan dimulai. 
Alhamdulillah adalah kata yang mewakili dan melukiskan rasa syukur dan 
terima kasih yang penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis pada akhirnya dapat 
menyelesaikan Skripsi ini lebih cepat dari yang penulis kira dan juga  sebagai 
syarat akademis dalam penyelesaian studi S-1 pada Jurusan Ilmu Politik UIN 
Alauddin Makassar. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada hamba terkasih-Nya 
Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam sebagai satu-satunya qudwah dalam 
menjalankan aktivitas keseharian di permukaan bumi ini, juga kepada 
keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mu’min yang senantiasa istiqamah 
dengan Islam dalam meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman. 
Skripsi ini adalah akhir sekaligus awal dari satu tahapan pendidikan yang 
sesungguhnya, yang merupakan proses akumulasi dari keseluruhan proses yang 
ditempuh dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi, sekaligus merupakan salah 
satu proses dari tradisi akademik yang menjadi bukti kemampuan akademik dari 
penulis sendiri. 
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Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari makhluk tuhan yang 
dhaif  yang sudah pasti dalam hal sosial membutuhkan bantuan dari orang lain. 
Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih 
yang terhingga kepada hamba allah yang telah memberikan sumbangsih baik 
berupa bimbingan, dorongan, rangsangan dan bantuan yang mereka berikan 
kepada penulis, dan kiranya dicatat oleh allah swt sebagai amal saleh. 
Ucapan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah membantu 
hingga selesainya penulisan skripsi ini kepada : 
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pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam 
membimbing penulis sampai akhir penyusunan skripsi ini.  
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dan semua rekan-rekan ilmu politik UIN Alauddin Makassar yang tidak dapat 
disebutkan semuanya, yang selama ini berjuang, bercanda gurau, merasakan 
pahit manis kehidupan kampus bersama. Semoga apa yang kita lewatkan tidak 
akan berhenti sampai disini saja, tetapi akan tetap terbawa sampai sukses di 
dunia yang nyata dan di akhirat kelak. Amien 
6. Seluruh teman-teman KKN-PROFESI Ang. IV 2013-2014 Kecamatan 
Manggala, Kelurahan Tamangapa, dan rekan-rekan Posko VI Kajenjeng 
(Arifuddin, Wirya Surachmat, Al-Furqon, Justang, Nurul, Riana Nugraha, 
Fani, Ayu Ruqayya Yunus, Lastri, Ira, Urwatul Usqa, Dila, Amelia, Ruqman) 
terima kasih telah bersama-sama dalam mengabdi ke masyarakat. 
7. Pengurus Besar HIPERMAJU (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa 
Mamuju) 
8. Pengurus besar (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMII Cabang Gowa 
9. Saudara sekaligus teman seperjuanganku M. Afdhal Has yang selalu bersama 
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kepada Ayahanda dan Ibunda, Husri dan Asnawiah atas segala pengorbanan, 
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dapat membalas semua yang telah diberikan. Semoga apa yang telah mereka 
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korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat 
kelak. 
  Sebagai suatu awal, maka skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga 
penulis senantiasa mengharapkan kritikan sekaligus bantuan dari semua pihak 
dalam penyempurnaan yang bisa dipergunakan oleh penulis selanjutnya. Tiada 
Imbalan yang dapat penulis berikan, kecuali doa dan harapan semoga amal baik 
semua pihak yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini 
mendapatkan pahala dari Allah SWT.   
  Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, saya 
persembahkan Skripsi ini untuk mereka sebagai rakyat Indonesia semoga dapat 
menjadi sebutir pasir dalam pembangunan di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
         Makassar,  24 Maret 2014  
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ABSTRAK 
Nama penyusun :  HASRIANTO 
NIM    :  30600110015 
Jurusan  :  Ilmu Politik 
Judul Skripsi Pengaruh Pemekaran Wilayah Provinsi   Sulawesi Barat 
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 
Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju 
 
 
Skripsi ini mengkaji tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa 
Botteng pasca pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang pada awalnya 
bagian dari provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan keputusan kementerian dalam 
negeri bahwa pada tanggal 5 oktober 2004 disahkanlah UU nomor 26 tahun 2004 
tentang peresmian Provinsi Sulawesi Barat. Desa Botteng merupakan sebuah 
wilayah yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah kecamatan 
simboro kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Botteng 
pasca pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial ekonomi pasca pemekaran 
wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktek kepada 
seluruh masyarakat Sulawesi Barat dan khususnya buat masyarakat Desa Botteng 
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Penelitian ini digolongkan sebagai 
penelitian diskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti menggali informasi 
secara alamiah tentang keadaan sosial ekonomi pasca pemekaran wilayah. Sumber 
data utama adalah data-data dari desa tempat penelitian, kata-kata dan tindakan 
para responden yang menjadi kunci dan sampel dalam penelitian ini. Tekhnik 
dalam menggali data adalah melalui dengan pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan baik dari segi 
ekonomi maupun sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Botteng pasca 
pemekaran wilayah. Meskipun secara ekonomi adanya perubahan secara positif, 
tetapi tidak bisa pula dipungkiri adanya kewaspadaan masyarakat terhadap 
perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Sebab pemekaran wilayah pun tidak bisa 
dihindari dengan modernitas yang saat ini merambah semua kalangan.  
 
Kata kunci : pemekaran wilayah, Desa Botteng, ekonomi, sosial 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemekaran daerah di Indonesia adalah hal yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru di 
tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten berdasarkan UU Nomor 22 tahun 
1999, yang kemudian secara normatif direvisi menjadi UU Nomor 32 
tahun 2004. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia 
sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah1. 
Indikator sejahtera menurut islam merujuk kepada Al-Qur’an surat 
Al-Quraisy 106 sbb : 
                  
          
Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 
(Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 
lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. 
 
Pembentukan satu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada 
dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan 
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
                                                          
     
1
  Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia:Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm.208 
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masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal2. 
Hal inilah yang menjadikan Pemekaran daerah sebagai konsep otonomi 
daerah yang menekankan pada aspek pelayanan pemerintahan dalam 
rangka kesejahteraan masyarakat, dan juga sebagai dasar pendekatan untuk 
mempercepat akselerasi pembangunan daerah.  
Semangat otonomi daerah sendiri salah satunya bermuara kepada 
keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam 
pasal 2 PP nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan 
kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah3. Dalam 
praktek bisa terjadi bahwa suatu daerah dihapus dan digabung dengan 
daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu 
menyelenggarakan otonomi daerah4.  
Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa daerah berhak 
mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah 
memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk 
mensejahterahkan masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu, 
pemekaran daerah dapat meminimalisir rentang kendali antara pemerintah 
dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau 
oleh fasilitas pemerintah.  
                                                          
     
2
  Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Jakarta :Pustaka Sinar 
Harapan, 2010) hlm, 109 
     
3
 Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalism Sebagai Sebuah Alternatif, 
(Jakarta :  PT Rajagraafindo Persada, 2003) hlm 24 
     
4
 Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2010) hlm 111 
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Negara Indonesia dengan rentang geografis yang luas berupa 
kepulauan, kondisi sosial budaya yang beragam, dan jumlah penduduk 
yang besar, sangat berpengaruh terhadap proses pengalokasian 
pembangunan dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan. Kondisi seperti 
ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada 
di daerah.  
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang 
berkenaan dengan pemerintahan : 
                        
                               
              
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
Untuk memudahkan pengaturan atau penataan, maka diperlukan 
adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan 
mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat. Hal ini diperlukan agar tidak 
terjadi lagi ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Banyaknya tuntutan yang sangat keras dari 
sejumlah daerah di masa lalu guna merevisi format hubungan pusat-daerah 
yang dinilai jauh dari memenuhi hasrat daerah untuk mendapatkan 
otonomi yang luas.  
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Pergolakan di sejumlah daerah yang memiliki signifikansi ekonomi 
dan politik dan munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah-daerah 
yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) antara lain “Pemberontakan kaum Republiken” dan 
PRRI/Permesta.5 Sumber daya alam di Indonesia yang tidak merata juga 
merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu system pemerintahan 
yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan 
sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional.  
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa daerah yang 
pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Tidak 
terkecuali di Pulau Sulawesi, mengingat pulau Sulawesi merupakan salah 
satu pulau terbesar yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduknya 
serta sumber daya alam yang sangat melimpah ruah6. 
Dalam peraturan pemerintah tentang persyaratan pembentukan dan 
ktiteria pemekaran sebuah wilayah, disebutkan bahwa pemekaran daerah 
memiliki pertimbangan atau faktor-faktor yang harus dimiliki, diantaranya 
dilihat dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, 
jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang 
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah7.  
 
                                                          
     
5
  Karim, Abdul Gaffar dkk, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006) hlm, 6. 
     
6
 Rasyid, Soraya, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011) hlm 41 
     
7
 Rosidin, Utang, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm 29  
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Diberlakukannya peraturan pemerintah (PP) nomor 129 tahun 2000 
tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran suatu daerah, 
pada tahun 2004 di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju, 
Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polmas menuntut agar segera 
dimekarkan menjadi provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sebagai tuntutan 
karena selama ini ketiga wilayah tersebut merasa dianak tirikan dan 
dikesampingkan semua aspirasi yang menyangkut tentang daerahnya 
masing-masing.  
Untuk waktu yang cukup lama daerah yang ada di Provinsi 
Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju merupakan salah satu 
daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi Selatan pada 
waktu itu. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ialah jaraknya yang 
cukup jauh dari Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 
Selain itu, kondisi geografis yang bergunung-gunung, sarana dan 
prasarana yang buruk, dan mayoritas penduduk mandar-mamuju yang 
sering kali berbeda sikap dengan kelompok mayoritas (Bugis-Makassar). 
Tuntutan masyarakat di Kabupaten Mamuju untuk memisahkan 
diri dari Provinsi Sulawesi Selatan semakin tinggi. Hal ini mengacu pada 
pertimbangan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang 
syarat pemekaran daerah. Tuntutan pemekaran daerah merupakan 
kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, 
melihat bahwa luas wilayah yang mereka tempati, serta potensi sumber 
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daya alam (SDA) yang sangat besar mengharuskan adanya tata kelola 
yang baik.  
Kebutuhan daerah juga sebagai sarana indikator untuk 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses 
pembangunan, dan melibatkan masyarakat kepada urusan-urusan publik8. 
Di Kabupaten Mamuju hambatan-hambatan menjadi kendala yang besar 
sebab tidak adanya perhatian lebih untuk melihat potensi-potensi yang 
dimiliki. Sebagaimana kita ketahui bahwa, daerah Kabupaten Mamuju 
merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan undang-
undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di 
Sulawesi dalam wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan.  
Akhirnya pada tanggal 5 oktober 2004, disahkanlah UU nomor 26 
tahun 2004 tentang provinsi Sulawesi Barat yang diresmikan menjadi 
provinsi  ke 33 di Indonesia dengan ibukota  adalah Kabupaten Mamuju.9 
Setelah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, semangat untuk 
membangun Kabupaten Mamuju semakin kuat dan gencar dilaksanakan.    
Berbagai sarana dan prasarana menjadi salah satu tolak ukur untuk 
melihat proses pembangunan di Kabupaten Mamuju, serta keadaan-
keadaan sosial masyarakat yang mengalami perubahan pasca 
dimekarkannya Kabupaten Mamuju menjadi provinsi Sulawesi Barat. 
Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju sebagai daerah provinsi 
                                                          
     8 Hasibuan, Albert, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 
2002) hlm 32  
     
9
 Sumber: http://Id.Wikipedia.Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.org.index=kota 
Mamuju_(kota) .  
7 
 
Sulawesi Barat, tentu banyak hal yang perlu dibenahi agar kewajiban 
untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat betul-betul terlaksana 
dengan baik. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mamuju 
perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi, peningkatan 
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Seiring perjalanan pemekaran wilayah di Kabupaten Mamuju yang 
telah berlangsung hampir sepuluh tahun ini, ternyata menimbulkan cerita 
lain dibalik kesuksesan yang selama ini banyak digembor-gemborkan 
kemuka publik. Sebagaimana pemerintah di kabupaten Mamuju yang 
menegaskan bahwa angka kemiskinan menurun hingga 7%10, sarana dan 
infrastruktur daerah yang mulai memadai, dan pengelolaan lapangan 
pekerjaan yang terbuka secara besar-besaran. Meskipun secara fisik hal ini 
terlihat secara nyata adanya, tetapi hal ini belum menjadi sebuah tolak 
ukur atas keberhasilan pemerintah di Kabupaten Mamuju yang telah 
melaksanakan proses pemekaran wilayah ini.  
Sebagai contoh yang terjadi di daerah Kabupaten Mamuju, 
tepatnya di Desa Botteng Kecamatan Simboro ialah masih banyaknya 
warga yang mengkomsumsi ubi sebagai makanan pokok mereka11. Yang 
lebih riskan lagi bahwa daerah tersebut tidak jauh letaknya dari pusat 
pemerintahan provinsi Sulawesi Barat. Dalam wilayah Kabupaten 
Mamuju. adanya masyarakat yang mengkomsumsi ubi sebagai makanan 
                                                          
     
10
 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2012 
     
11
 Lihat, Harian Antara news, Koran lokal Mamuju, DPRD Kabupaten Mamuju protes data 
kemiskinan,  Jumat 12 januari 2012 
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pokok, karena memang tingkat kemiskinan yang ada di desa Botteng 
kecamatan Simboro Kepulauan sangat tinggi.  
Berdasarkan  data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) 
hampir 300 kepala keluarga yang nilai pendapatan mereka tidak 
mencukupi sehingga terakumulasi sebagai masyarakat miskin. Dari apa 
yang telah dijelaskan diatas, sangat miris melihat fenomena kemiskinan 
yang terjadi apalagi jika kemiskinan tersebut tidak jauh berada dari pusat 
pemerintahan. Apalagi hal inilah yang dicita-citakan secara substansial 
dari pemekaran wilayah, tentang bagaimana dalam mengatur 
pemerintahannya dan memberikan hak setiap masyarakatnya dalam 
mendapatkan keadilan dan kesejahteraan tanpa melihat kelompok-
kelompok atau pribadinya. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan menganalisa sejauh mana hasil Pemekaran wilayah 
kabupaten Mamuju yang memberikan pengaruh terhadap tingkat Sosial 
Ekonomi Desa Botteng Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten 
Mamuju. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, kajian pokok yang ingin dibahas 
penulis adalah Pengaruh Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Barat 
terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Mamuju. Dari penjelasan 
ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana 
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kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Botteng Kecamatan Simboro 
Kabupaten Mamuju pasca pemekaran di Provinsi Sulawesi Barat ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam suatu penelitian, tentu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat 
penelitian. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait 
dengan pengaruh pemekaran wilayah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap 
kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Mamuju.  
Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis ialah ingin 
melihat sejauh mana kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat di Desa 
Botteng, Kabupaten Mamuju pasca memisahkan diri dari Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
1) Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat 
dan daerah terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam melihat hasil 
suatu daerah pasca dilakukannya pemekaran wilayah. 
2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai otonomi 
daerah dan kebijakan publik di wilayah otonom 
3) Memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu sosial dan politik. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah 
banyak yang telah melakukan penelitian mengenai  pengaruh pemekaran 
wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi di suatu daerah tertentu. Namun, 
yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada konsep 
tempat terselenggaranya pemekaran wilayah ini. Penulis belum 
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mendapatkan penelitian tentang pengaruh pemekaran wilayah di daerah 
Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten 
Mamuju.  
Penelitian tentang pemekaran wilayah, terutama membahas tentang 
bagaimana pengaruh  pemekaran wilayah tersebut terhadap kondisi sosial 
ekonomi di suatu daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan melalui telaah 
pustaka (library research), maupun penelitian lapangan (field research) . 
Diantaranya : 
1.  “Analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten pasca 
pemekaran wilayah” Oleh Ketut Wahyu Dhyatmika, bertujuan 
menganalis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi 
yang ada di Provinsi Banten.  
Dalam penelitian ini, untuk melihat ketimpangan pembangunan 
ekonomi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah penulis 
menggunakan rumus indeks Williamson (pendapatan yang diukur 
dengan menggunakan PRDB perkapita dengan indeks ketimpangan 
wilayah pembangunannya menunjukkan angka 0 atau 1 atau < IW < 1. 
Semakin besar angka indeks Williamson atau mendekati 1 maka 
semakin besar ketimpangan atau kesenjangan, atau sebaliknya jika 
mendekati 0 maka semakin merata.  Dalam penelitian ditemukan 
bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan, 
yaitu : 
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Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi dibagi menjadi dua, 
yaitu penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan oleh swasta dan 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dilakukan oleh 
pemerintah. Investasi swasta memiliki peranan dalam meningkatkan 
suatu wilayah melalui tenaga kerja pada wilayah tersebut. Di provinsi 
Banten merupakan satu wilayah yang dianggap potensial dan menjadi 
sasaran bagi investasi swasta.  
Tingkat pengangguran sangat berkaitan dengan proses 
pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau wilayah. 
Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 
yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan 
tetapi belum dapat memperolehnya.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan 
antar wilayah ialah salah satunya dilihat pada kondisi ketenagakerjaan 
termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran.Tingkat 
pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya 
ketimpangan wilayah. 
2. “Politik Pemekaran Wilayah ( Study Kasus Proses Pembentukan 
Kota Tangerang Selatan )”  Oleh Muhammad Rifki Pratama, 
bertujuan untuk mengetahui dinamika yang berlangsung dalam proses 
politik pemekaran wilayah di Tangerang Selatan. Tersosialisasi konsep 
pemekaran wilayah dan pembentukan kota Tangsel adalah bukan 
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proses yang cepat bagi segenap penyelenggara konsep tersebut, seperti 
derasnya sosialisasi dan gerakan cultural, serta langkah politik yang 
dilakukan oleh Bakor Cipasera, yang menuntut diwujudkannya kota 
Cipasera terbentuk tahun 2006. 
Dalam proses pembentukan kota Tangerang Selatan, dianggap 
perlu percepatan dalam pembentukan kota Tangsel, yang akhirnya 
diwakili oleh pihak Pemprov Banten oleh H.M Masduki selaku wakil 
gubernur dan didampingi Wakil Ketua DPRD Banten Malawati, 
sedangkan dari pihak Kabupaten Tangerang dipimpin langsung oleh 
Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar, di damping anggota DPRD 
Tangerang H. AlMansyur dan ketua presidium pembentukan kota 
Tangsel H. Zarkasyih Noer.  
Dari pertemuan ini membahas tentang tahap pembahasan 
Undang-Undang, dan proses pembentukan Tangsel yang kini telah 
memasuki tahap antrian pada kloter ke 3, karena pada waktu itu Baleg 
tengah membahas 16 usulan pembentukan daerah lain. Sedangkan 
pada kloter ke 3, terdapat 18 usulan pembentukan daerah baru 
termasuk kota Tangsel. Oleh karena itu, Bupati melalui Tim kecil yang 
dibentuk tetap membangun komunikasi dan membangun hubungan 
yang dinamis guna melakukan lobi-lobi politik kepada beberapa 
anggota DPR-RI yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut. 
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3.  “Konflik Pemekaran Wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai 
(Study Kasus : Konflik Horizontal yang bersifat Laten di Desa 
Pagar Manik Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Begadai”  
Oleh Artur Sitorangan. Bertujuan untuk mengetahui factor-faktor 
penyebab terjadinya konflik di desa Pagar Manik Kecamatan Silinda 
Kabupaten Serdang Begadai. 
Sejak awal Pemekaran Wilayah dari Deli Serdang menjadi 
Serdang Bedagai masyarakat yang ada di 9 desa menolak untuk 
bergabung dengan Serdang Bedagai dengan alasan jauhnya jarak ke 
ibukota kabupaten yakni Sei.Rampah dengan ibukota kecamatannya 
berada di Kotarih.  
Mereka menolak bergabung dengan serdang bedagai dengan 
melakukan aksi-aksi konfrontatif, mulai dari melakukan aksi protes ke 
kantor Gubernur Sumatera Utara hingga menghalangi pemerintah 
Kabupaten Serdang Bedagai yang datang ke kecamatan Silinda untuk 
melakukan peninjauan terhadap pembangunan kantor Camat di 
Kecamatan Silinda. hal inilah yang membuat rentan konflik yang 
terjadi dalam pemekaran wilayah di kabupaten Serdang Bedagai. 
Dari berbagai kajian penelitian tentang pemekaran wilayah 
diatas, peneliti sendiri mengambil sebuah pokok kajian khusus terkait 
Pengaruh Pemekaran Wilayah yang dialami Provinsi Sulawesi Barat 
Kabupaten Mamuju Kecamatan Simboro Kepulauan Desa Botteng 
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yang menghampiri satu dekade ini, menyangkut bidang sosial dan 
ekonomi. 
E. Kerangka teori 
1. Desentralisasi 
Dalam banyak hal,  desentralisasi dan otonomi adalah kata yang 
saling bisa dipertukarkan. Otonomi berasal dari kata yunani autos dan 
nomos. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. 
Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi 
publik daerah otonomi sering disebut sebagai local self government. 
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah 
mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan 
pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sementara itu, otonomi daerah 
adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.12  
Desentralisasi pada hakekatnya adalah otonomi suatu masyarakat 
yang berada dalam teritorial tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak 
berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan 
menjelmakan sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan 
rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah daerah.  
 
                                                          
     
12
  Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm, 66 
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Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula otonomi yang 
nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip 
bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 
tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi 
untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. 
Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu 
sama dengan daerah lainnya.  
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab 
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan 
dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.13 Otonomi daerah 
dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola 
daerahnya dengan baik, tidak ada kesenjangan antara pemerintah dan 
masyarakat guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan 
perundang-undangan.14 
Konsep desentralisasi menurut Websterr memberikan rumusan 
desentralisasi sebagai berikut : to decentralize means to devide and 
distrubute, as governmental administration, to withdraw from the center 
or concentration. Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, 
misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat 
                                                          
     
13
 Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm 66. 
     
14
 Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) Hlm 67. 
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konsentrasi.  Dari teori diatas, penulis memberikan kesimpulan mengenai 
teori desentralisasi yang berarti desentralisasi adalah penyerahan 
kekuasaan dari pemerintah kepada daerah otonom baru dalam mengurusi 
pemerintahan daerah. 
Pendapat lainnya Fortmann menekankan bahwa : desentralisasi 
juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal. 
Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpuh pada sumber daya. Jika 
suatu badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya 
kemampuaannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika 
pemerintah lokal semata-mata ditugaskan mengikuti kebijakan nasional, 
para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil 
didalamnya. 
Selanjutnya mengutip pendapat Bryan & White menyatakan bahwa 
desentralisasi mempunyai dua makna: 
1) Pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup 
penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil 
keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan 
tetap berada di tangan pusat. 
2) Pengalihan kekuasaan (devolution) yakni seluruh tanggung 
jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan kepada penerima 
wewenang.15 
                                                          
     
15
 Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)  Hlm 68.  
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Pakar lain, Rondinelli & Cheema mengemukakan bahwa 
desentralisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan dan administratasi 
adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas 
administrative dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, 
unit-unit administrative lokal, organisasi semiotonom, dan organisasi 
parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi nonpemerintah 
(NGO/LSM).16 
Dari teori diatas, penulis berusaha memberikan kesimpulan bahwa 
teori desentralisasi adalah pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab 
dalam segala urusan pemerintahan. 
2. Pembangunan 
Pembangunan ialah suatu proses dinamis untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba 
sejahtera. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan 
oleh masyarakat luas ataupun oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih 
kecil atau terbatas (lokal). Ginanjar kartasasmita memberikan pengertian 
pembangunan secara sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan 
kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. 
Pembangunan dalam paradigma governance bertujuan mewujudkan 
interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.17 
                                                          
     
16
 Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan 
Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)  Hlm 68. 
     
17
 Ginanjar Kartasasmita, dalam Kaputra, Iswan Dkk, Dampak Otonomi Daerah : Merangkai 
Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia  (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) 
Hlm 71.  
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Membahas pembangunan tidak akan terlepas dari pertumbuhan. 
Hal ini kembali diuraikan oleh Ginandjar Kartasasmita yang mengatakan 
bahwa pembangunan dalam ruang lingkup literatur-literarur ekonomi 
pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang 
berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui 
peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu 
lahir konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi.  
Teori mengenai pertumbuhan dapat ditelusuri pada abad ke-18. 
Menurut Adam Smith proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian 
mampu melakukan pembagian kerja (division of labor)18. Pembagian kerja 
kan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan. Adam smith juga menggaris bawahi pentingnya skala 
ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru 
yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Dalam kelompok teori pertumbuhan ini, ada pandangan penting 
yang dianut oleh banyak pemikir pembangunan, yaitu teori mengenai 
tahapan pertumbuhan. Dua tokohnya yang penting adalah Chenery-
Syrquin dan Rostow. Menurut pemikiran H.B. Chenery dan M. syrquin 
yang merupakan pengembangan pemikiran dari Collin Clark dan Kuznets, 
pengembangan perekonomian akan mengalami suatu transformasi 
                                                          
     18  Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada 
adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, akan terdapat 
pertambahan output atau hasil. Teori adam smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul an 
inquiri into the nature and causes of the wealth of nations. 
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(komsumsi, produksi, daan lapangan kerja), dari perekonomian yang 
didominasi oleh sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri 
dan jasa. 
Sedangkan menurut Rostow, transformasi dari Negara yang 
terbelakang menjadi Negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan 
tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua Negara.19 
Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu Negara dalam 
proses pembangunan, yaitu : traditional society, preconditions for growth, 
the take off, the drive to maturity, dan the age of high mass consumption.  
Teori Rostow ini telah mencatat dalam sejarah relevansi 
keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Sekalipun tidak dapat 
memperbandingkan antara yang berlangsung di india dan amerika namun 
melalui tahapan yang sama setidaknya kondisi masyarakat pada setiap 
tersebut dapat dijelaskan melalui teori rostow tentang apa yang diperlukan.  
Semakin meningkat pertumbuhan sebuah bangsa, maka pembangunan 
politiknya perlu disesuaikan mengingat tuntutan akan demokrasi semakin 
besar.  
Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori 
pembangunan terutama bidang ekonomi memang mengalir makin deras 
kearah manusia sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku 
utama pembangunan. 
                                                          
     
19
  Rostow, dalam Badruddin, Rudi, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta : UPP STIM 
YKPN, 2012) hlm 120-121 
20 
 
Salah satu harapan atau anggapan dari pengikut aliran teori 
pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati 
masyarakat sampai dilapisan paling bawah. Namun, pengalaman 
pembangunan dalam tiga dasarwarsa menunjukkan bahwa yang terjadi 
adalah rakyat dilapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil 
pembangunan seperti yang diharapkan.  
Kesenjangan sosial ekonomi di Negara-negara dunia makin 
melebar. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dan komsumsi makin 
meningkat, kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih 
mampu memanfaatkan kesempatan. Fenomena tersebut disebabkan 
posisinya yang menguntungkan sehingga akan memperoleh semua atau 
sebagian besar hasil pembangunan. 
Salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai pengaruh 
pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan 
mempelajari distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan berdasarkan 
kelas-kelas pendapatan yang diukur dengan menggunakan kurva Lorenz 
atau indeks gini. Selain distribusi pendapatan, dampak dan hasil 
pembangunan juga diukur dengan melihat tingkat kemiskinan disuatu 
Negara.  
Upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan 
merupakan tantangan yang jawabannya tidak henti-hentinya dicari dalam 
studi pembangunan. Masih dalam rangka mencari jawaban terhadap 
tantangan paradigma keadilan dalam pembangunan, berkembang 
21 
 
pendekatan kebutuhan dasar manusia. Masalah pengangguran juga makin 
mendapat perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi yang 
menghendaki adanya pemerataan.  
Todaro mengemukakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara 
pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan20. Pada 
umumnya mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan secara teratur 
adalah mereka yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. 
Mereka yang  memperoleh pekerjaan secara terus menerus adalah mereka 
yang berpendapatan menengah dan tinggi. Dengan demikian, memecahkan 
masalah pengangguran dapat memecahkan masalah kemiskinan dan 
pemerataaan pendapatan. 
 Beberapa ahli berpendapat pula bahwa pemerataan pendapatan 
akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Menurut teori ini, barang-
barang yang dikomsumsi oleh masyarakat miskin cenderung lebih bersifat 
padat tenaga kerja dibandingkan dengan komsumsi masyarakat yang 
berpendapatan lebih tinggi.  
3. Perubahan Sosial 
Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur 
dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun 
immaterial, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan 
                                                          
     
20
 Todaro dalam Badruddin, Rudi, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta : UPP STIM 
YKPN, 2012) hlm 145 
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menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Misalnya, 
unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan21. 
Mac Iver mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan 
dalam hubungan sosial (perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang 
tidak dikehendaki) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan 
hubungan sosial. 
Gillin dan Gillin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi 
dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan 
kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi 
maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam 
masyarakat. 
Selo Soemardjan merumuskan perubahan sosial adalah segala 
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di salam suatu 
masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya 
nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 
masyarakat. 
Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadi perubahan 
sosial antara lain sebagai berikut: 
Teori Evolusi  
Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh 
pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah 
Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa 
                                                          
     
21
  Soekanto, Soerjono dkk, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) hlm 263 
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perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian 
masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja.  
Adapun Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari 
masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan 
kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang 
terspesialisasi dan impersonal. 
 Tonnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu 
membawa kemajuan. Dia melihat adanya fragmentasi sosial (perpecahan 
dalam masyarakat), individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial 
sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke arah 
individualisasi dan pencarian kekuasaan. Gejala itu tampak jelas pada 
masyarakat perkotaan. 
Teori Siklus 
Teori ini mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik 
dalam melihat perubahan sosial karena beranggapan bahwa perubahan 
sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-
orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat, terdapat siklus yang 
harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) 
tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa 
kebaikan. 
Oswald Spengler mengemukakan teorinya bahwa setiap 
masyarakat berkembang melalui empat tahap perkembangan seperti 
pertumbuban manusia, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. 
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Ia merasa bahwa masyarakat Barat telah mencapai masa kejayaannya pada 
masa dewasa, yaitu selama zaman pencerahan (renaissance) abad ke-15. 
Sejak saat itu, peradaban Barat mulai mengalami kemunduran dan menuju 
ke masa tua. Tidak ada yang dapat menghentikan proses tersebut, seperti 
yang terjadi pada peradaban Babilonia di Mesir, Yunani, dan Romawi 
yang terus mengalami kemunduran sampai akhirnya runtuh. 
Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat bersumber dari 
dalam masyarakat itu sendiri dan dapat pula dari luar. Meskipun demikian, 
perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar, 
tetapi masyarakatlah yang akan melaksanakan perubahan. Oleh karena itu, 
perubahan sosial dapat terjadi karena adanya faktor yang saling 
memengaruhi, baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat lain. 
Dengan kata lain, masyarakatlah yang menerima dan melaksanakan 
perubahan tersebut. 
Masyarakat secara sadar mengetahui perubahan yang terjadi dalam 
kehidupannya. Misalnya, masuknya listrik ke pedesaan mempengaruhi 
perkembangan industri. Kerajinan dan industri kecil akan bertambah maju 
karena produksi dapat dilakukan pada malam hari. Masuknya televisi ke 
desa mengakibatkan orang di pedesaan dapat dengan mudah mendapatkan 
informasi dan hiburan secara visual.  
Perubahan sosial merupakan suatu proses yang selalu terjadi dalam 
setiap kehidupan. Suatu proses perubahan sosial dalam bidang kehidupan 
tertentu tidak mungkin berhenti pada satu titik karena perubahan di bidang 
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lain akan segera mengikutinya. Hal ini disebabkan struktur lembaga-
lembaga kemasyarakatan sifatnya saling terjalin. Misalnya, apabila suatu 
negara mengubah undang-undang atau bentuk pemerintahannya, 
perubahan yang kemudian terjadi tidak hanya terbatas pada lembaga-
lembaga politik.  
Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar tetapi yang terjadi 
dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi22. 
Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur 
kebudayaaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat kepustakaan dan lapangan karena data-data 
yang diperoleh berasal dari sumber literature (library research), namun 
juga lebih banyak diperoleh dari lapangan (field research). Secara teoritis, 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah kualitatif23, karena bertujuan untuk 
mendiskripsikan pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Mamuju 
terhadap kondisi sosial ekonomi di Desa Botteng Kecamatan Simboro. 
 
 
 
                                                          
     
22
 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta : Penerbit Universitas, 1965) hlm 135  
     23 Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif, (Jakarta :Kencana Prenada Meda Group, 2007),  hlm 
28. 
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2. Objek penelitian 
Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Botteng 
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi barat 
sebagai wilayah pemekaran di Indonesia pada tahun 2004. Hal ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
pemekaran wilayah di suatu daerah maka semestinya yang menjadi 
objeknya adalah daerah yang dimekarkan, yang diharapkan kesiapan dan 
kesediaan mereka untuk memberikan data yang akurat kepada peneliti. 
3. Prosedur pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang relevan dan tepat, penulis 
menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan 
Sebagai langkah awal penelitian, penulis menggunakan observasi 
(mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarananya agar dalam 
penelitian ini dapat mempermudah melaksanakan wawancara dengan 
informan-informan yang dipilih untuk diwawancarai. 
Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis 
menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara, baik 
kekakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan. 
b. Tahap pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
 
27 
 
1) Library Research 
yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku atau 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik 
yang digunakan adalah : 
a. kutipan langsung, yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan 
dengan materi penulisan tidak mengubah redaksi, baik huruf maupun 
tanda bacanya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan 
berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuannya, 
dan kadang-kadang dalam bentuk ikhtisar. 
2) Field Research,  
yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 
secara langsung kepada obyek penelitian yang telah ditentukan. Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, 
yakni interview dan dokumentasi. Interview yaitu mengadakan wawancara 
(Tanya jawab) secara langsung dengan informan yang dianggap dapat 
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti, serta dapat 
mewakili informan lainnya. Sedangkan dokumentasi, yaitu suatu metode 
yang digunakan berupa pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-
keterangan berupa gambar dan lainnya. Selain itu dokumentasi yang 
dimaksudkan disini juga aadalah berupa pengumpulan dokumen-dokumen 
mengenai permasalahan yang dibahas, kemudiaan dilampirkan sebagai 
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hasil dari pada penelitian dan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dasar 
penelitian. 
3) Metode pendekatan  
adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
skripsi ini adalah metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan 
pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran 
suatu objek penelitian berdasarkan karasteristik yang dimiliki, dimana 
peneliti nantinya langsung turun kelapangan. 
4) Tekhnik pengolahan dan analisis data 
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. 
Terbagi atas tiga bagian yakni : 
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 
diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
b. Mengumpulkan,memilamilah,mengklasifikasikan,mensintesiskan,dan 
membuat ikhtisar. 
c. Berpikir, dengan jelas membuat agar kategori data itu mempunyai 
makna, mencari, dan menemukan pola, dan hubungan-hubungan 
dan membuat temuan umum. 
Data yang diperoleh penulis dilapangan selanjutnya akan dianalisa 
secara kualitatif dengan cara-cara diatas. Mula-mula menelaah terlebih 
dahulu data yang diperoleh. Kemudian hasilnya akan ditarik sebuah 
kesimpulan. Dengan data yang didapatkan melalui pengaruh pemekaran 
wilayah di Provinsi Sulawesi barat terhadap kondisi sosial ekonomi 
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masyarakat di Desa Botteng, Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten 
Mamuju. 
G. Garis-garis besar isi Skripsi 
Untuk mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan 
dalam skripsi ini, maka penulis sengaja memberikan deskripsi pada tulisan 
ini, yang disusun berdasarkan urutan bab. Mulai dari bab I sampai dengan 
V, yang secara umum dibagai sebgai berikut : 
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan tentang 
latar belakang, serta beberapa masalah pokok dalam skripsi ini. 
Diantaranya, rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode 
penelitan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang 
menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. 
Bab II, berisi tentang gambaran lokasi penelitian di Desa Botteng, 
kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. 
Bab III, berisi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju 
tentang Permendagri No. 28 tahun 2006 
Bab IV Berisi tentang hasil penelitian pengaruh pemekaran 
wilayah di Kabupaten Mamuju terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di Desa Botteng Kecamatan Simboro. 
Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
implikasi seluruh uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 
sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam skripsi 
ini. 
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BAB II 
SELAYANG PANDANG DESA BOTTENG 
 KECAMATAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU 
 
A. Gambaran umum Desa Botteng 
Desa  Botteng adalah  salah  satu  Desa  yang  dibentuk  dari hasil  
pemekaran  Desa  Botteng induk  pada  tahun  2005  diawali  dengan  
status desa persiapan, dengan  panjang  bentangan  sekitar  1900 km.  Desa  
ini  berada  pada  kawasan dataran rendah dan perbukitan  dan  memiliki  
luas wilayah 19,69 km2 persegi  dengan  jumlah  10 Dusun. Pada  
mulanya desa induk (Desa Botteng induk) adalah sebuah Desa yang 
kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Botteng induk, Desa 
Botteng, dan Desa Botteng Utara.  
Pembagian desa tersebut dilihat dari letak geografis serta luas 
wilayah dan jumlah penduduk yang sangat memungkinkan agar lebih 
mendekatkan dan  memudahkan  pelayanan  masyarakat  dengan masih 
banyaknya  penduduk  yang  belum  bisa  dilayani  secara  maksimal. 
B. Keadaan Geografis Desa Botteng 
Kondisi wilayah  Desa Botteng di  lihat  dari  Geografis  dan  
kultur  tanah  secara  umum  adalah  terdiri  atas  dataran rendah  dan  
berbukit, yang  berada  pada  ketinggian  ± 350 – 775 M  dari  permukaan  
air  laut  suhu  udara  di  perkirakan  antara  20°C - 25°C,  curah  hujan 
antara  1112 – 2000 mm/th  dan  memiliki  bentangan  pada  pinggiran  
laut  yang  menghadap langsung  di Tanjung Rangas dan hamparan  
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pegunungan, disamping tempat  pemukiman penduduk juga merupakan 
lahan perkebunan  sebagai  sumber  mata  pencaharian  masyarakat  
setempat.  
Letak  Desa Botteng sangat  strategis karena melintasi jalur  
transportasi  masyarakat  menuju  ibu  kota Provinsi  Sulawesi  Barat 
(Kota Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan,  sehingga pada masyarakat 
di Desa  Botteng sangat mudah dalam Pemasaran hasil pertanian. 
adapun  data  Geografi  Desa  Botteng adalah  sebagai  berikut : 
DATA GEOGRAFI 
DESA BOTTENG TAHUN 2012 
Tabel 1.1 
NO URAIAN KET 
1 Batas Wilayah 
 Sebelah selatan berbatasan 
dengan  
 Sebelah timur berbatasan dengan  
 Sebelah Utara berbatasan dengan  
 Sebelah Barat berbatasan dengan  
Desa Botteng 
Tanjung Rangas 
Desa Botteng 
Utara 
Desa Salletto 
 
2  Luas Wilayah 19,69 km2 
3 Jumlah Dusun RT/RW 
 Dusun 
 RT 
 RW 
10 
4 
4 
- 
5 Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Kecamatan 8 km 
6 Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Kabupaten 4 km 
7 Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Provinsi 4 km 
Sumber : Data Kependudukan Desa Botteng tahun 2012 
 
Data  terakhir  mengenai  luas  wilayah  Desa  Botteng sesuai hasil  
pengukuran  BPS  Kabupaten  Mamuju yang  di  laksanakan  pada  tahun  
2012,  yakni  luas  wilayah  19,69. 
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C. Iklim  
Iklim di Kabupaten Mamuju, khususnya di Desa Botteng 
Kecamatan Simboro tergolong cukup basah yang menurut klasifikasinya 
dapat digolongkan kedalam kelas iklim C2, C1, B2, dan B1 yang 
digolongkan sebagai cukup basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol 
sampai dua hingga tiga bulan pertahun. Jumlah curah hujan tahunan dapat 
mencapai sekitar 5,700mm. musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan 
November hingga maret, sedangkan musim kemarau berlangsung dari 
bulan juni hingga bulan Oktober. 
Dengan data iklim seperti itu, maka Desa Botteng cocok untuk 
berbagai jenis tanaman yang membutuhkan curah hujan yang tinggi. Desa 
Botteng mempunyai sumber air yang diperoleh dari aliran sungai dari 
berbagai kecamatan yang melintasi desa tersebut. 
D. Penduduk 
Di Desa Botteng, komposisi penduduk lebih didominasi oleh 
perempuan. Dari data kependudukan yang dimiliki Desa Botteng tahun 
2013 menunjukkan jumlah banyaknya perempuan berdasarkan jenis 
kelamin. Sedangkan dari ketegori yang berbeda, Desa Botteng juga 
mendominasi penduduk muda atau dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat pertumbuhan di Desa Botteng berjalan dengan baik dengan 
memprioritaskan generasi selanjutnya.  
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Dalam kebijakan kependudukan ini, tentu pemerintah Desa 
Botteng juga tetap mengatur pola hidup masyarakat agar tidak terjadi 
ledakan jumlah penduduk di Desa Botteng. 
JUMLAH PENDUDUK DESA BOTTENG 
  YANG TERSEBAR DI SEPULUH DUSUN  
Table 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
         Sumber : Data Kependudukan Desa Botteng Tahun 2012 
      JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
       DESA BOTTENG TAHUN 2012 
                   Table 1.3 
No JENIS 
KELAMIN 
JUMLAH JIWA 
1 Laki-Laki 1.096 
2 Perempuan 1.310 
 Total 2.406 
                     Sumber : Data Kependudukan Desa Botteng Tahun 2012 
 
E. Pemerintahan 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang 
pemerintahan desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal 
No Dusun JUMLAH (JIWA) 
1 Taludu 285 
2 Botteng 270 
3 Taludu Barat 255 
4 Tangnga 51 
5 Rate 281 
6 Te’bong 264 
7 Kurasalimbo 200 
8 Kassa’ 285 
9 Nakanaan 237 
10 Lemo 278 
 Jumlah 2046 
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usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.  
Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut maka pemerintah 
Desa Botteng mengusulkan penyelenggaraan urusan pemerintah Desa 
Botteng dan badan permusyawaratan Desa Botteng dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat. 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006, juga telah diatur 
mengenai lembaga-lembaga desa yang dapat dibentuk di tingkat desa yang 
berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya. 
Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Desa Botteng 
tentang pembentukan lembaga-lembaga Desa Botteng. 
Pemerintah Desa Botteng dapat dilihat sebagai berikut : 
a) Terdiri dari kepala desa dan perangkat desa 
b) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa 
lainnya 
c) Perangkat desa lainnya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana 
teknis lapangan, dan unsur kewilayahan 
d) Sekretariat desa terdiri dari urusan umum, urusan perencanaan, dan 
urusan keuangan 
e) Pelaksana tehknis lapangan terdiri dari bagian pemerintahan, 
bagian kesejahteraan rakyat serta bagian pembangunan. 
f) Lembaga kemasyarakatan dibentuk desa berdasarkan musyawarah 
dan mufakat 
g) Lembaga kemasyarakatan menyesuaikan kebutuhan desa. 
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F. Pendidikan 
Dalam mendukung kehidupan sosial, pendidikan merupakan salah 
satu faktor penting untuk menjamin mutu sumber daya manusia (SDM). 
Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku dan 
interaksi sosial seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam 
melakukan aktivitas untuk menunjang kebutuhan hidupnya.  
Pendidikan akan secara langsung memberi sumbangan terhadap 
keterampilan dan strategi kelangsungan hidup pada seseorang. Tingkat 
pendidikan penduduk di desa penelitian bervariasi, di desa tersebut 
terdapat tamatan berbagai tingkat pendidikan, yaitu tamatan SD bahkan 
ada tidak sempat menamatkan di bangku SD, tamatan SLTP, tamatan 
SLTA dan tamatan perguruan tinggi yang hanya berjumlah sangat kecil. 
 Pada umumnya masyarakat desa tersebut hanya sebatas sekolah 
pada pendidikan sekolah dasar, selebihnya mereka lebih memilih menjadi 
petani atau merantau dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 
lagi. Jenjang pendidikan masyarakat Desa Botteng yang paling menonjol 
adalah hanya sebatas menamatkan sekolah dasar bahkan beberapa 
masyarakatnya tidak menamatkan sekolah dasar (SD). 
 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Botteng 
masih tergolong rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 
sedikit jumlah masyarakat di Desa Botteng yang melanjutkan 
pendidikannya.Sarana pendidikan di Desa Botteng dapat dikatakan belum 
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lengkap. Salah satu hal yang menjadi acuan bahwa, fasilitas jenjang 
pendidikan hanya tingkat PAUD, TK dan SD/Sederajat saja. 
 masyarakat desa yang ingin mengenyam pendidikan pada jenjang 
yang lebih tinggi harus mengakses pendidikan di luar desa karena fasilitas 
gedung belum ada. Olehnya, mereka yang bersekolah umumnya 
melanjutkan pendidikan di desa seberang atau di Kota Mamuju yang setiap 
hari akses jalannya lewat jalur darat. 
Pada dasarnya potensi yang dimiliki Desa Botteng dalam bidang 
pendidikan masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 
ini : 
SARANA PENDIDIKAN  
DESA BOTTENG TAHUN 2012 
Table 1.3 
 
NO URAIAN KETERANGAN 
1 SD 3 
2 TK 1 
3 PAUD 2 
          Sumber : Data Kependudukan Desa Botteng Tahun 2012 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana pendidikan belum 
cukup memadai, terutama jumlah sekolah yang masih minim. Pendidikan 
yang ada di desa ini, masih membutuhkan perhatian yang lebih dari 
pemerintah setempat agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 
baik. 
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G. Kesehatan 
 Sektor kesehatan adalah hal yang paling urgen dalam menentukan 
kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari penetapan 
anggaran yang besar dari sektor kesehatan mulai dari pusat, provinsi, 
hingga di kabupaten. Pembangunan pada sektor kesehatan di Desa Botteng 
Kecamatan Simboro sampai pada saat ini belum memadai dikarenakan 
belum lengkapnya beberapa fasilitas dan tenaga pendukung. Kurangnya 
tenaga kesehatan yang ditempatkan di Desa Botteng adalah salah satu 
alasan belum maksimalnya pelayanan kesehatan di Desa Botteng. Hal ini 
dapat dilihat dari table yang ada di bawah ini : 
SARANA KESEHATAN 
 DESA BOTTENG TAHUN 2012 
Table 1.4 
 
NO URAIAN KETERANGAN TENAGA KERJA 
1 Puskesmas Dusun Taludu 4 Orang 
2 Posyandu Dusun  Te’bong 2 Orang 
Sumber : Data Kependudukan Desa Botteng Tahun 2012 
 
Walaupun demikian adanya fasilitas prasarana dan sarana 
kesehatan yang ada di desa tersebut, sebagian masyarakat juga terkadang 
masih mengandalkan pengobatan tradisional. Selain sektor pendidikan, 
sektor kesehatan di desa botteng juga harus menjadi fokus penting dalam 
penanganan guna membantu masyarakat terutama masyarakat miskin 
dalam meningkatkan taraf hidup mereka. 
 
 
38 
 
H. Sistem Drainase dan Jaringan Air Bersih 
Sistem drainase yang berupa jaringan drainase di wilayah Desa 
Botteng belum ada. Drainase yang ada hanya berupa badan air atau 
sungai-sungai. Di wilayah ini, sebagian wilayah adalah dataran tinggi 
sehingga bagian lahan dapat terserap secara merata.  
Sedangkan dalam kebutuhan air bersih untuk sambungan rumah 
dikawasan Desa Botteng ini, hanya sebagaian yang memakai air PDAM. 
Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam membayar 
tagihan setiap bulan yang tarifnya dapat berfluktluasi. Adapun masyarakat 
memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari sumur dan mata air 
yang lainnya. 
I. Keadaan Topografi 
Keadaan tipografi Desa Botteng didominasi oleh daerah curam dan 
tidak curam dengan kemiringan antara 15-45 %. Kondisi ini berpengaruh 
terhadap tipografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari dataran rendah 
dan wilayah yang agak curam, sehingga kepekaan tanah terhadap erosi 
juga bervariasi. 
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BAB III 
KEBIJAKAN PEMKAB MAMUJU 
TENTANG PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2006 
 
Yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan 
beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 
satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa 
yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara 
bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa. Hal 
ini diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2006 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa 
dan perubahan status desa menjadi kelurahan. 
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun 
dalam pembentukan desa diperlukan 7 syarat24, yaitu: 
1. jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 
jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 
jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, 
Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. 
2. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 
pembinaan masyarakat. 
3. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 
dusun. 
                                                          
     
24
 Sumber : Humas Infokom Kabupaten Mamuju Tahun 2014  
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4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama 
dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. 
5. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. 
6. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
7. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur 
pemerintahan desa dan perhubungan. 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan 
asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia 
penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. 
Dengan melihat syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, 
maka Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Bupati selaku 
Kepala Daerah harus benar-benar serius dalam menanggapi setiap usulan 
proposal permohonan pemekaran Desa yang masuk.  
Dengan memperhatikan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim 
Verifikasi yang dibentuk Bupati, dari hasil itulah akan terlihat layak atau 
tidaknya  untuk dilakukan pemekaran desa tertentu sesuai dengan 
persyaratan yang ada.  
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Adapun tatacara pembentukan desa adalah sebagai berikut : 
1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa. 
2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan 
Kepala Desa.     
3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul 
masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan 
Desa.   
4. Kepala desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat 
BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk. 
5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya 
menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota. Dibentuklah Tim 
Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota 
untuk melakukan observasi ke desa yang akan dimekarkan. 
6. Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa (jika layak untuk dibentuk). 
7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa 
untuk menentukan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan 
dibentuk. Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan 
unsur masyarakat desa. 
8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan 
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unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna 
DPRD. 
9. DPRD dan Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan 
Peraturan Daerah tentang pembentukan desa. Bila diperlukan dapat 
mengikut-sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa. 
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah 
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh 
Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah. 
11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan bersama. 
12. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
rancangan tersebut disetujui bersama. 
13. Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah di dalam 
Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa dianggap sah.25 
Pembiayaan pembentukan, pengggabungan dan penghapusan Desa 
serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan 
dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan 
                                                          
     25 Sumber : Data Balistik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2008  
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Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut 
dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, 
arahan dan supervise. 
Adapun harapan-harapan masyarakat dan pemerintah setempat, 
dengan terlaksananya pemekaran Desa Botteng ini diharapkan dapat 
tercapai hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat, seperti peningkatan 
pelayanan dan pemerataan pembangunan. Hal-hal tersebut dapat tercapai 
apabila ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan 
masyarakatnya. 
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Desa 
Botteng. 
Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru dengan cara 
mengembangkannya dari desa yang telah ada. Pemekaran Desa Botteng ini 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan 
pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
desa.  
Ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduk, pemekaran Desa 
Botteng ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pemekaran Desa, yang isinya antara lain berpenduduk paling sedikit 1000 
jiwa atau 200 KK untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi, luas wilayah 
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dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan 
masyarakat, dan memiliki batas-batas yang jelas. 
Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran suatu 
wilayah, dukungan pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting 
pula dalam dilakukannya pemekaran. Tanpa adanya dukungan dari 
pemerintah setempat, tentunya akan menghambat keinginan atau aspirasi 
masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran. 
Guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta 
percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan 
kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa 
dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa.  
Dalam hal pemekaran Desa Botteng ini pemerintah sangat 
mendukung. Setelah menerima aspirasi masyarakat, pemerintah sebagai 
unsur pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas, guna lancarnya 
proses pemekaran.  
Dalam pelaksanaan pembentukan Desa Botteng hasil 
dari pemekaran Desa Botteng Induk Kecamatan Simboro Kabupaten 
Mamuju, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dihimpun oleh 
penulis sebagai bahan kajian berikut ini : 
B. Faktor Pendukung 
a. Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran wilayah berupa luas 
wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, 
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sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah administratif baru 
(Desa Botteng) hasil dari pemekaran wilayah Desa Botteng Induk 
b. Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran 
wilayah berupa pembentukan Desa Botteng yang diyakini akan 
semakin mempermudah pembangunan di wilayah tersebut. 
c. Aparat pemerintah, mulai dari Pemerintah Desa Botteng induk, 
Pemerintah Kecamatan Simboro, dan Pemerintah Kabupaten 
Mamuju memiliki antusiasme dan pandangan yang sama terkait 
upaya peningkatan kualitas daerah khususnya di tingkat desa. 
d. Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah 
yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung 
unsur  perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap 
upaya pembentukan Desa Botteng. 
C. Faktor Penghambat 
a. Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran 
wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian 
wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. 
b. Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan 
diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. 
c. Pembahasan di DPRD yang terlalu lama membuat masyarakat 
sempat pesimistis akan upaya pemekaran wilayah yang berdampak 
pada ketidakpercayaan publik pada aparat pemerintah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Botteng  
Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun pasca pemekaran Provinsi 
Sulawesi Barat, Desa Botteng yang secara ekonomi lebih mengandalkan 
pada sektor pertanian kini telah menunjukkan kehidupan masyarakat yang 
lebih baik. hal  ini terlihat berdasarkan cara-cara yang digunakan dalam 
mengembangkan potensi desa  yang didiami oleh masyarakat desa Botteng 
itu sendiri.  
 Menurut Muh. Natsir selaku Kepala Desa Botteng26, mengatakan 
“bahwa memang setelah dimekarkannya beberapa kabupaten yang 
ada  di provinsi Sulawesi Selatan (yaitu Kabupaten Mamuju, 
Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, dan Kabupaten 
Polmas) menjadi  Provinsi Sulawesi Barat, memang ada dampak 
yang dirasakan pasca menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi 
Barat. Dampak yang dirasakan maksudnya disini ialah pada 
persoalan ekonomi masyarakat Sulawesi Barat, dan khususnya 
masyarakat Desa Botteng, Kecamatan Simboro Kepulauan pada 
waktu itu, yang kini telah berpisah menjadi Kecamatan Simboro 
dan Kecamatan”. 
   Masyarakat di Desa Botteng, sejauh ini memang telah sangat besar 
dalam memperjuangkan kehidupan mereka secara bersama-sama atau 
dengan bergotong-royong, hal ini dikarenakan masih sangat kuatnya 
tradisi yang dijaga secara turun-temurun oleh tokoh masyarakat yang 
memang sangat mendalami setiap tradisi masyarakat Botteng. Dengan 
demikian, baik itu perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarkat 
Botteng secara umum tetap bekerja sama dalam pembangunan ekonomi di 
desa tersebut. 
                                                          
     
26
 Wawancara : M. Natsir Kepala Desa Botteng pada tanggal  9 Februari 2014 
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Untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan ekonomi 
masyarakat di Desa Botteng pasca pemekaran wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, hal ini dapat dilihat 
dengan menggunakan teori dari WW. Rostow dengan melihat lima 
tahapan pembangunan secara umum.  
Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses tranformasi 
suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan 
proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti 
hanya perubahan struktur ekonomi suatu Negara tetapi juga ditunjukan 
oleh peranan sektor pertanian. 
Berdasarkan fakta dilapangan, kehidupan Masyarakat Botteng 
lebih cenderung ke tahap yang kedua, yang mana pada tahapan ini adalah 
tentang prasyarat tinggal landas. Tahap prasyarat tinggal landas ini 
didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat 
mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan 
sendiri.  
Pada tahap ini sikap mental tradisional masyarakat di Desa Botteng 
secara perlahan-lahan mulai berkurang dan peranan dari sektor pertanian 
mulai dikelola. Proses ini diawali dengan munculnya kelompok dalam 
masyarakat Botteng  yang pertama kali digagas oleh Takacong,27 yang 
memberikan pemahaman bahwa perkembangan ekonomi dalam sektor 
                                                          
     
27
 Takacong adalah pendiri kelompok usaha ekonomi masyarakat Botteng, Takacong sendiri 
beranggapan bahwa perlunya perubahan secara ekonomi oleh masyarakat Botteng, hal ini 
dikarenakan telah jauh tertinggalnya masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang saat ini 
digagas oleh pemerintah Sulawesi Barat pasca pemekaran wilayah pada tahun 2004.  
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pertanian adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat, mengingat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa 
Botteng tergolong rendah. 
 Kemajuan ekonomi merupakan syarat penting untuk mencapai 
tujuan lain yang dianggap terbaik, misalnya kebanggaan untuk Desa 
Botteng, keuntungan pribadi, dan kesejahteraan umum untuk masyarakat 
Botteng.  
Menurut Takacong28 selaku penggagas pembangunan ekonomi 
untuk Desa Botteng, mengatakan bahwa ”banyaknya masyarakat 
di Desa Botteng yang sadar akan pembangunan membuat 
masyarakat untuk mulai berpikir rasional dan berbenah diri dalam 
menyongsong kehidupan yang ada di depan nantinya, seandainya 
saja masyarakat Desa Botteng masih berpikiran kolot, maka 
mungkin saja desa botteng akan sangat jauh tertinggal dan potensi 
yang dimiliki di Desa Botteng akan sia-sia karena tidak digunakan 
dengan sebaik-baiknya”. 
Pada awalnya masyarakat di Desa Botteng memang dikenal sangat 
jauh tertinggal dari masyarakat di desa lainnya dan kurang mengenal 
tentang pengembangan diri dan pendidikan, hal ini dijelaskan melalui 
persepsi Masyarakat Botteng pada waktu itu yang menganggap bahwa 
tidak ada artinya. pendidikan bagi anak-anak mereka, yang harus 
dibutuhkan itu hanyalah bekerja diladang, atau dikebun saja.  
Dalam melihat perkembangan ekonomi masyarakat Desa Botteng, 
ada beberapa kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tahapan kedua 
dalam pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow. kriteria 
tersebut ialah : produktivitas pertanian, Tingkat penganguran, Kemiskinan, 
                                                          
     28 Wawancara : Takacong selaku penggagas usaha ekonomi masyarakat Botteng, pada tanggal 
15 februari 2014. 
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dan Komsumsi masyarakat. Adapun hal tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut berdasarkan keadaan yang terjadi di desa botteng. 
a) Produktivitas pertanian 
Pertanian merupakan subsektor terbesar yang dijadikan sebagai 
mata pencaharian utama penduduk desa botteng. Hal tersebut terbukti dari 
hasil observasi peneliti terhadap panorama desa botteng yang memiliki 
banyak sekali hamparan tanah-tanah yang dijadikan sebagai lahan untuk 
bercocok tanam. Sejarah Pertanian Desa botteng sebelum pemekaran 
wilayah telah mengalami beberapa peristiwa gagal panen yang cukup 
besar, antara lain disebabkan oleh virus pada tanaman dan.  
Menurut M. Thalib29Memasuki awal tahun 2000, pertanian kakao 
sedang mengalami masa hasil panen yang sangat bagus dengan 
keuntungan yang cukup tinggi, sehingga para petani Desa Botteng 
banyak yang menanam kakao. Namun hal ini hanya bertahan 
hingga beberapa tahun saja, karena pada akhir tahun 2000 
seluruh tanaman kakao di desa botteng punah karena terjangkit 
virus. Virus tersebut membuat kakao menjadi busuk dalam jangka 
waktu yang tidak terlalu lama.  
 
Kemudian wawancara selanjutnya dengan tokoh masyarakat 
setempat : 
Menurut Said30, saat ini sudah tidak ada lagi virus tersebut, namun 
cara penanaman kakao menjadi tidak semudah dulu yang bisa saja 
tumbuh jika hanya asal tanam. pada awal tahun 2000an bukan 
hanya kakao yang berpotensi berkembang di Desa Botteng, tetapi 
juga tanaman-tanaman lainnya seperti jagung, durian, ubi jalar, 
ubi kayu, kacang kedelai, kacang hijau, dan sub pertanian yang 
lain. 
                                                          
     29 Wawancara dengan M. Thalib, Camat Simboro , tgl 22 Februari 2014 
     30 Wawancara dengan Said selaku mantan Kepala Desa Botteng pada tahun 1990-2001, tgl 24 
Februari 2014.  
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Berdasarkan pernyataan Said, beliau juga menunjukkan data hasil 
panen pertanian pada tahun 2000-2001. 
RATA-RATA HASIL PRODUKSI PERTANIAN DESA BOTTENG 
TAHUN 2000-2001 
Tabel 3.1 
 
Jenis Tanaman Luas Tanam Luas Panen Rata-Rata 
Produksi 
Kakao 24,20 15 10,5 
Jagung 15,80 10 8,0 
Ubi jalar 3 2 2,50 
Ubi kayu 16 12 2,80 
Kacang tanah 2 1,5 1,2 
K. kedelai 1 1 1,5 
Durian 11,50 9,50 9,80 
Total 73,5 51 36,3 
Sumber : Data Desa Botteng tahun 2000-2001 
Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa hasil produksi 
pertanian di Desa Botteng sebelum pemekaran wilayah tidak menunjukkan 
keadaan yang baik. Hal ini dikarenakan hasil rata-rata produksi yang 
dihasilkan belum mencapai 50% dari hasil produksi pertanian. 
Hal lain yang mengakibatkan kegagalan yang dialami oleh para 
petani di Desa Botteng karena persoalan akses jalan yang sangat sulit 
untuk di tembus oleh pemerintah, sehingga tidak adanya bantuan-bantuan 
yang tersalurkan untuk membantu para petani yang ada di Desa Botteng. 
Menurut Rahman Syam31 memang di awal-awal Keadaan dimana 
sulitnya akses menuju ke Desa Botteng tidak dapat dipungkiri 
sangat merugikan masyarakat, tetapi bisa dilihat saat ini jalan 
menuju ke Desa Botteng sudah sangat bagus dan lancar. Bahwa 
dulu memang pada waktu itu untuk pergi membeli hasil pertanian 
                                                          
     
31
 Wawancara : Rahman Syam selaku Humas Pemkab. Mamuju, pada tgl 27 Maret 2014  
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memang melalui para perantara tapi sekarang sudah tidak lagi 
bukan. Inilah salah satu keberhasilan Pemkab Mamuju dalam 
meaktualisasikan pembangunan di desa-desa. 
Pedagang perantara adalah pedagang yang membeli hasil-hasil 
pertanian kepada masyarakat Botteng kemudian menjualnya ke pedagang 
besar. Namun kadang-kadang pedagang perantara tersebut sering 
mengecewakan para petani karena hasil pertanian mereka tidak dibeli 
secara kontan melainkan dibayar setelah hasil-hasil pertanian tersebut 
dijual kepada pedagang besar. Padahal harapan para petani Desa Botteng 
sangat besar dengan harapan ketika panen tiba mereka langsung dapat 
merasakan hasilnya. 
meskipun demikian pedagang perantara tetap dibutuhkan para 
petani Desa Botteng pada waktu itu sebab kadang kala petani terdesak 
untuk menjual hasil pertanian meskipun tanpa adanya kesesuaian harga. 
Hal inilah yang menyebabkan sebelum otonomi daerah masyarakat di 
Desa Botteng sangat kesulitan dalam sector pertanian karena sarana yang 
masih minim dan belum menjangkau masyarakat Botteng secara 
keseluruhan. 
Hingga pada tahun 2005, tepat setelah satu tahun dimekarkannya 
Provinsi Sulawesi Barat, akses jalan menuju Desa Botteng mulai 
mengalami perubahan. Hal ini dijelaskan dengan adanya perbaikan-
perbaikan jalan di Desa Botteng sebagai alat penghubung antara wilayah 
satu dengan wilayah lainnya, bahkan menuju ke ibukota Provinsi Sulawesi 
Barat.  
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Menurut M. Natsir32Adanya potensi yang besar di Desa Botteng 
serta harapan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan 
rangsangan ekonomi dalam sektor pertanian, maka Pemerintah 
daerah pada waktu itu memberikan fasilitas kepada masyarakat 
dan menjalin kerja sama dengan KUD dalam hal pengadaan 
pupuk serta obat-obat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. 
Melalui KUD tersebut para petani dapat meminjam obat-obat 
pertanian serta pupuk untuk tanaman pertanian dengan sistem pembayaran 
dapat dibayar setelah panen. Hal tersebut sangat membantu kelancaran dan 
peningkatan produksi hasil-hasil pertanian terutama bagi para petani yang 
kurang mampu atau tidak memiliki modal usaha untuk bertani., mengingat 
harga pupuk dan obat-obat pertanian sangat mahal. 
Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2006 hingga 2010 
hasil panen di Desa Botteng mengalami peningkatan yang cukup tinggi 
sehingga para petani dapat menjual sebagian besar hasil-hasil pertanian 
mereka dan sebagian lain disimpan untuk ditanam kembali pada masa 
kedua.  
Data yang menunjukkan adanya peningkatan hasil panen di Desa 
Botteng dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN  
DESA BOTTENG TAHUN 2006-2010 
Table 3.2 
Tahun Jenis Tanaman Rata-Rata 
produksi/tahun 
 
    2006 
Kakao, Jagung, Cengkeh, Ubi 
Jalar, Ubi Kayu Kacang Tanah, 
Kacang Hijau,  
 
40,50 
 
    2007 
Kakao, Jagung, Cengkeh, Ubi 
Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, 
Kacang Hijau 
 
42,90 
                                                          
     
32
 Wawancara : M. Natsir selaku Kepala Desa Botteng, pada tgl 20 Februari 2014.  
53 
 
 
    2008 
Kakao, Jagung, Cengkeh, Ubi 
Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, 
Jahe, Kunyit 
 
52,50 
 
    2009 
Kakao, Jagung, Cengkeh, Kacang 
Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Jahe, 
Kunyit, Lansat 
 
67,80 
 
    2010 
Kakao, Cengkeh, Jagung, Ubi 
Kayu, Ubi Jalar, Langsat, Jahe, 
Kunyit, Kacang Kedelai, Kacang 
Tanah,  
 
75,50 
Sumber : Data Desa Botteng tahun 2012 
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN 
DESA BOTTENG BERDASARKAN JENIS BUAH 
TAHUN 2006-2010 
Table 3.3 
Tahun Jenis buah Rata-rata 
produksi/tahun 
2006 Jeruk Manis, Mangga, Rambutan, 
Jambu Biji, Durian, Papaya, Pisang, 
Nenas, Salak, Nangka, Alpukad 
20,15 
2007 Jeruk Manis, Mangga, Rambutan, 
Jambu Biji, Durian, Papaya, Pisang, 
Nenas, Salak, Nangka, Alpukad 
25,3 
2008 Jeruk Manis, Mangga, Rambutan, 
Jambu Biji, Durian, Papaya, Pisang, 
Nenas, Salak, Nangka, Alpukad 
44,02 
2009 Jeruk Manis, Mangga, Rambutan, 
Jambu Biji, Durian, Papaya, Pisang, 
Nenas, Salak, Nangka, Alpukad 
52,00 
2010 Jeruk Manis, Mangga, Rambutan, 
Jambu Biji, Durian, Papaya, Pisang, 
Nenas, Salak, Nangka, Alpukad 
68,80 
Sumber : Data Desa Botteng tahun 2012 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
hasil pertanian dari tahun ketahun di Desa Botteng Kecamatan Simboro. 
Hal ini pula yang menjadikan bahan perbandingan bahwa adanya 
perubahan produktivitas pertanian sebelum dan sesudah di mekarkannya 
Provinsi Sulawesi Barat, dan dampaknya terhadap Desa Botteng 
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. 
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Peningkatan produktivitas tidak hanya untuk meningkatkan taraf 
hidup tetapi juga untuk mendapatkan hasil lebih pertanian yang diperlukan 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain dibidang ekonomi. Usaha 
peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan 
bertahap agar terjadi kesinambungan dengn sektor ekonomi yang lain 
seperti dalam bidang industri. Salah satu cara yang dilakukan adalah 
meningkatkan sistem-sistem perdagangan hasil-hasil pertanian khususnya 
bagi masyarakat Botteng. 
Perdagangan hasil-hasil pertanian tersebut mengalami peningkatan. 
Hal ini tidak lepas dari adanya kemajuan dibidang lain seperti industri 
pengadaan jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah yang satu 
dengan daerah lainnya. Sehingga memudahkan masyarakat khususnya 
petani Botteng dalam melakukan perdagangan. Sistem perdagangan yang 
banyak dilakukan masyarakat Botteng adalah sistem jual beli langsung. 
Proses jual beli langsung hasil pertanian tersebut tdk memerlukan 
wktu yang lama, sehingga para petani tidak perlu menunggu lebih lama 
lagi untuk menikmati hasil jerih payah mereka. Para petani Botteng pun 
diuntungkan karena mereka dapat lebih mudah memasarkan hasil-hasil 
pertanian mereka dengan harga yang pantas, yakni lebih tinggi dibanding 
harga yang ditawarkan oleh pedagang perantara. 
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b) Tingkat Pengangguran 
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut 
mendapat perhatian pemerintah. Masalah pengangguran umumnya lebih 
banyak dicirikan oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi.  
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah 
penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki 
pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta 
sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.  
Berikut ini adalah grafik perkembangan tingkat pengangguran 
masyarakat Desa Botteng periode 2006-2010. 
Gambar: 1.1 
                  
      Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju Tahun 2012 
Tingkat pengangguran pada tahun 2005 sampai 2012 mengalami 
penurunan secara terus menerus dimana pada tahun 2005 tingkat 
pengangguran sebesar 17,05 persen kemudian pada tahun 2011 menurun 
menjadi 8,37 %.  
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Grafik :   Pengangguran Terbuka  
masyarakat Desa Botteng tahun 2005-2010 
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c) Kemiskinan 
Masyarakat di Desa Botteng, menjadikan persoalan kemiskinan 
sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan secara bersama-sama. 
Tujuan Penanggulangan Kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan 
dan pemenuhan hak dasar masyarakat dan rumah tangga miskin, 
mempercepat penurunan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, serta 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. 
Menurut H.Sugianto33, kemiskinan memang masih besar dan 
sangat dirasakan oleh masyarakat di kabupaten Mamuju, tak 
terkecuali di Desa Botteng Kecamatan Simboro. Apalagi Desa 
Botteng ini adalah desa yang masih terus berjuang untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Olehnya itu, memang perlu 
langkah-langkah yang rill dan aplikatif untuk meminimalisir 
kemiskinan ini. salah satu yang dapat dilakukan ialah me menaj 
kehidupan rumah tangga dulu agar dapat berjalan secara 
menyeluruh sampai ke tingkat sosial. 
 
 Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk 
penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses 
kesempatan kerja dan  berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan 
dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses 
pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau penyediaan akses 
pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.  
 
 
                                                          
     
33
 Wawancara dengan H. Sugianto, Ketua DPRD Kab. Mamuju periode 2009-sekarang, tgl 21 
Agustus 2014.  
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Berikut ini adalah tabel, Jumlah penduduk miskin di Desa Botteng. 
JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
              DESA BOTTENG TAHUN 2005-2012 
            Tabel 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
     Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2012 
 
Proporsi penduduk miskin diperoleh dengan cara membagi jumlah 
penduduk miskin dengan jumlah penduduk yang Dinyatakan dalam 
persentase. Jumlah penduduk miskin di Desa Botteng selama periode 
tahun 2005 hingga tahun 2012  mengalami penurunan baik secara relatif.  
Pada tahun 2005 jumlah penduduk   miskin di Desa Botteng adalah 
sebanyak 1.220 orang   menjadi 1.150 pada tahun 2006.  
Pada tahun 2007  turun menjadi 1.337 orang. Pada tahun 2008 
mengalami penurunan menjadi 1.109 orang. Kemudian pada tahun 2009  
menurun menjadi 997 orang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di 
Desa Botteng juga mengalami penurunan menjadi 952 orang.  
Kemudian tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Desa Botteng 
tercatat 913 orang, hingga Pada tahun  2008 jumlah penduduk miskin 
menjadi 836 orang. Penyebab turunnya angka kemiskinan di Desa Botteng 
Tahun Penduduk Miskin  
2005 1.220 (jiwa) 
2006 1.150 (jiwa) 
2007 1.137 (jiwa) 
2008 1.109 (jiwa) 
2009 997    (jiwa) 
2010 952    (jiwa) 
2011 913    (jiwa) 
2012 836    (jiwa) 
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pada tahun 2005 hingga tahun 2012  tidak terkepas dari adanya program 
kemiskinan seperti Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, 
Jamkesmas, Raskin, bantuan Langsung Tunai, dan Biaya Operasional 
sekolah. Serta adanya faktor unggulan secara terpusat oleh provinsi 
Sulawesi Barat pasca dimekarkan pada tahun 2004. 
d) Komsumsi Masyarakat 
Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa 
yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. 
Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang 
kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. 
Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.  
Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan 
yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua 
orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran 
konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Pengeluaran konsumsi 
terdiri atas konsumsi pemerintah (government consumption) dan konsumsi 
masyarakat atau rumah tangga (household consumption). 
 Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semua pembelian 
barang dan jasa oleh rumah tangga yang tujuannya untuk dikonsumsi 
selama periode tertentu dikurangi neto penjualan barang bekas. Menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rata-rata perkapita sebulan 
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menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam 
kurun waktu satu bulan. Sedangkan definisi rumah tangga adalah 
sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik 
dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 
  Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan 
dengan dua pendekatan yaitu: 
1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah 
pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun 
rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing 
dan turis domestik maupun asing). 
2).  Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diberikan kepada pihak 
lain. 
Komsumsi masyarakat di Desa Botteng dibedakan atas 
pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran non makanan 
dibedakan lagi menjadi pengeluaran habis pakai dan pengeluaran tahan 
lama. Akumulasi dari semua pengeluaran ini secara transparan akan 
mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Pola pengeluaran di negara kita dan negara berkembang lainnya 
masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan. Di negara maju, 
pengeluaran non makanan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan untuk 
pengeluaran untuk makanan. Tiga kebutuhan utama manusia,yaitu 
pangan/makanan, sandang/pakaian dan papan/perumahan. Makin baik 
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tingkat kesejahteraan seseorang/rumah tangga makin kecil persentase 
pengeluarannya untuk makanan.  
Kebutuhan akan lebih tertuju kepada pemenuhan kebutuhan 
sekunder (sandang/pakaian) dan tersier (papan/perumahan). Data 
konsumsi dan pengeluaran dapat digunakan untuk penerapan hukum 
ekonomi, Salah satunya seperti yang diungkapkan terdahulu oleh Ernest 
Engel, bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk 
makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan.  
Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat 
dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi 
penduduk,makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap 
total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.  (BPS, 
Indikator Sosial Ekonomi Sulawesi Barat).  
PENGELUARAN  RATA-RATA PERKAPITA/PERBULAN RUMAH 
TANGGA MAKANAN DAN NON MAKANAN DESA BOTTENG TAHUN 
2005- 2012 
Tabel 3.4 
 
Tahun 
Jenis Pengeluaran (Rp) 
Makanan Non Makanan 
2005 209.000 105.000 
2006 245.800 178.000 
2007 638.761 276.550 
2008 338.761 292.063 
2009 433.288 277.381 
2010 544.024 396.701 
2011 550.000 305.000 
2012 575.000 310.000 
        Sumber : Data Desa Botteng Tahun 2012 
61 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pengeluaran rata-rata 
perkapita sebulan masyarakat Desa Botteng pada tahun 2005  mencapai  
sekitar Rp209. 000 digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan 
Rp105.000 digunakan untuk kebutuhan non makanan. Keadaan ini hampir 
sama di tahun-tahun berikutnya.  
Pada tahun 2008 lebih baik dibanding dengan kondisi pada tahun  
sebelumnya dimana pada saat itu pengeluaran masyarakat Botteng untuk 
memenuhi kebutuhan makanan sebesar Rp638.761  untuk kebutuhan 
makanan dan 276.550 untuk kebutuhan non makanan. Dan pada tahun 
2011 hingga 2012 mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar tahun 
2007. 
B. Kondisi Sosial masyarakat Desa Botteng 
Setelah dimekarkannya provinsi Sulawesi Barat, Desa Botteng 
yang merupakan wilayah yang merasakan dampak dari otonomi daerah 
terus mengalami perubahan-perubahan baik dari ekonomi maupun sosial.  
Sebelum dimekarkan, Desa Botteng yang masuk dalam wilayah 
Kabupaten Mamuju Kecamatan Simboro sangat terisolir.  
Berdasarkan penuturan M. Natsir selaku kepala Desa Botteng34 
yang mengatakan “bahwa indikator Desa Botteng dikatakan 
sangat terisolir karena akses jalan menuju Desa Botteng pada 
waktu itu sangat sulit ditempuh, yang akhirnya segala aktivitas 
masyarakat Desa Botteng terkendala pula karena sulitnya akses 
tersebut”. 
                                                          
     
34
 Wawancara : M. Natsir Kepala Desa Botteng, pada tanggal  9 Februari 2014 
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Ironisnya adalah Desa Botteng merupakan desa yang dekat dengan 
ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur desa maupun 
rumah penduduk masih menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh 
penduduk sendiri seperti penutup rumah dari atap dan dinding dari dahan 
pohon sagu.  
Menurut Badruddin35Bahkan untuk menuju ke kota, biasanya 
masyarakat berjalan kaki sejauh lima km atau menggunakan kuda 
sebagai alat transportasi. Jika ada usaha untuk mendatangkan 
bahan-bahan bangunan dari kota untuk pembangunan di Desa 
Botteng, maka masyarakat cukup merasakan sengsaranya, sebab 
harus mengangkut bahan-bahan tersebut dengan berjalan kaki. 
Kehidupan sosial masyarakat masih sangat sederhana, akan tetapi 
relasi sosial masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan 
diantara mereka. Sulitnya akses jalan masuk ke desa pada waktu itu, 
memberi ruang kepada nilai-nilai kebersamaan itu semakin tumbuh 
diantara masyarakat misalnya nampak dalam kerja sama. Sebagai contoh  
untuk mendatangkan bahan-bahan untuk pembangunan rumah atau 
infrastruktur desa, semua hal dikerjakan bersama-sama. 
Setelah akses ke Desa Botteng dapat dilalui dengan mudah, maka 
hal-hal barupun mulai dikerjakan, dengan kata lain arus modernisasi mulai 
merambah masyarakat. Sebagai contoh, sistem pemerintahan Desa Botteng 
yang dulunya masih bertumpuh pada nilai-nilai adat, saat ini sedikit demi 
sedikit mulai ditinggalkan, meskipun memang tidak semua hal harus 
dilupakan. Seperti yang terjadi di masyarakat Botteng saat ini Jika dulunya 
                                                          
     
35
 Wawancara dengan  Badruddin, Ketua Lembaga Fasilitator Masyarakat Botteng, tgl 27 
Februari  2014 
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sangat kuat dalam penyelesaian adat, maka saat ini mulai dilakukan 
dengan cara hukum yang berlaku di Indonesia, contoh jika ada masalah 
hukum maka proses penyelesaian masalah dalam masyarakat diselesaikan 
dipihak berwajib atau kepolisian.  
Adanya penyesuaian masyarakat dalam perubahan sosial adalah hal 
yang wajar, sebab adakalanya unsur-unsur baru dan lama yang 
bertentangansecara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai 
yang kemudian berpengaruh pula pada masyarakat36.  
Hal yang tidak akan dilupakan ialah Budaya. Budaya setempat 
masih menjadi pegangan masyarakat, misalnya dengan mematuhi 
pendapat atau pikiran orang yang lebih tua. Relasi sosial masyarakat masih 
sangat baik atau diakui oleh para informan sebagai sikap yang penurut. 
Penghargaan kepada orang yang lebih tua masih sangat dirasakan, apalagi 
mereka adalah pemimpin dalam masyarakat.  
Menurut Tahamassa, selaku tokoh masyarakat Botteng 
mengatakan bahwa “masyarakat Botteng selama ini tidak perna 
ada konflik dalam masyarakat yang berkepanjangan, hal ini 
dikarenakan tradisi masyarakat disini masih sangat kuat dan 
menjalin kekerabatan, meskipun jarak antara rumah yang satu 
dengan rumah yang lain berjauhan tetapi karena tradisi inilah 
sehingga kekerabatan ini mampu dijalin, meskipun tidak 
dipungkiri dalam masyarakat pasti ada konflik, tetapi konflik itu 
tidak akan lama”.37 
 
                                                          
     
36
 Soekanto Soerjono dkk, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) hlm 288 
     
37
  Wawancara : Tahamassa selaku tokoh masyarakat Desa Botteng, pada tanggal 15 Februari 
2014. 
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Menyangkut sistem mata pencaharian, bertani merupakan mata 
pencaharian utama sebagian besar penduduk Desa Botteng. sewaktu akses 
belum merambah wilayah Botteng, adapun Hasil dari usaha dan kerja 
keras masyarakat hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari saja. Masih sangat jarangnya masyarakat Botteng pada waktu 
itu pergi ke kota untuk menjual hasil pertanian, Sehingga kebanyakan 
masyarakat menggunakannya hasil pertanian tersebut untuk kehidupan 
keseharian mereka.  
Hal diatas berdampak pula kepada pendidikan. Kenyataan itu 
memperlihatkan tidak banyak orang-orang di Desa Botteng mampu 
memperoleh pendidikan tinggi.  
Menurut Tuan Guru Ali38 kebanyakan orang tua Desa Botteng 
hanya lulusan SD dan SMP. Di tingkat SMA, apalagi perguruan 
tinggi belum ada sama sekali. Memang akhir-akhir ini, barulah 
ada anak-anak yang melanjutkan study mereka ke perguruan 
tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Namun sebelum itu sangat 
sulit sekali. sangat ironis dengan kenyataan Desa Botteng yang 
tidak jauh dari ibukota provinsi. Perubahan mendasar pada Desa 
Botteng dirasakan setelah tahun 2004. Hal ini bersamaan dengan 
dibukanya jalan umum menuju desa ini. Akses jalan masuk desa 
memberi dampak yang cukup signifikan bagi perubahan dinamika 
sosial masyarakat.  
 
Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Desa 
Botteng saat ini, sudah banyak anak-anak Desa Botteng yang bersekolah 
ke luar desa, hingga mengenyam pendidikan ke perguruan tinggi.  
                                                          
     38 Wawancara : Tuan Guru Ali, Selaku Tokoh Masyarakat/Imam Masjid Desa Botteng, pada 
Tgl 28 Februari 2014.  
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Untuk mencukupi kebutuhan hidup hari-hari, orang-orang di Desa 
Botteng sudah bisa membelanjakan berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari 
sandang, pangan maupun perumahan.  
Wawancara dengan M. Natsir39 menurutnya bahwa jika awalnya 
orang-orang di Desa Botteng hanya bergantung pada hasil kebun 
untuk makan hari-hari, kini mereka sudah bisa membeli beras 
bahkan kecukupan lainnya. Kebutuhan akan bahan dasar 
bangunan, seperti semen dan seng untuk bangunan rumah dengan 
mudah didapatkan oleh masyarakat dengan membelinya langsung 
ke Kota Mamuju dikarenakan saat ini sudah mudahnya akses ke 
kota. 
Banyaknya masyarakat di Desa Botteng sudah mulai merubah 
bentuk rumahnya yang semula beratapkan atap dan berdinding gaba-gaba, 
kini berubah menjadi permanen dengan bahan dasar semen dan beratapkan 
seng bahkan genting.  
Ketika perkembangan komunikasi lewat penggunaan handphone 
semakin menyebar, maka masyarakat Desa Botteng saat ini sudah banyak 
menggunakannya, bahkan saat ini rata-rata masyarakat di Desa Botteng 
masing-masing memiliki handphone, tak terkecuali anak-anak.  
Wawancara dengan M. Tasliem40Jika pada awalnya masyarakat 
Desa Botteng menggunakan surat sebagai media komunikasi jarak 
jauh atau dengan menggunakan siaran radio, kini sudah bisa 
berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan handphone. 
Bahkan untuk komunikasi-komunikasi pribadi di dalam desa 
sekalipun mereka tidak lagi mendatangi orang yang bersangkutan, 
cukup menelpon saja dan membicarakan berbagai hal. ini juga 
menandakan bahwa awalnya dalam berkomunikasi masyarakat 
                                                          
     
39
 Wawancara : M.Natsir Selaku Kepala Desa Botteng, Pada Tgl 20 Februari 2014.  
     40 Wawancara : M. Tasliem, Selaku Tokoh Pemuda/Kepala Dusun Te’bong. Pada Tgl 28 
Februari 2014.  
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biasanya bertemu langsung, dan kini tidak lagi, sebab 
menggunakan saluran telepon. 
Kuatnya pengaruh dari luar memperlihatkan gejala perubahan 
sosial masyarakat yang dapat diamati secara langsung. Bahkan berdampak 
dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Melalui wawancara 
mendalam dan juga observasi di Desa Botteng, penulis dapat menguraikan 
beberapa dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial-budaya, sebagai 
berikut: 
Ketika uang menjadi pusat transaksi ekonomi, maka masyarakat 
berlomba-lomba untuk mencari uang. Seakan-akan tujuan dari hidup atau 
pekerjaan yang mereka lakukan adalah uang, semua hal diukur dengan 
uang. Persaingan adalah hal yang tidak bisa dihindari di Desa Botteng.  
Pada  tahun 2001, masyarakat Desa Botteng hanya memiliki 
beberapa buah parabola saja (sekitar 4 buah) oleh keluarga yang 
digolongkan mampu (berpekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil) namun 
lambat laun atau selang beberapa tahun saja, hampir semua rumah di desa 
botteng memiliki parabola.  
Wawancara dengan Ibu Irma41menurutnya Ini memperlihatkan 
bahwa persaingan diantara warga masyarakat tidak dapat 
terelakan. Terutama bagi ibu-ibu. Rasa tidak mau kalah, jika yang 
lain memiliki barang elektronik yang baru maka keluarga yang 
satu akan berusaha untuk memilikinya juga. Hasil dari persaingan 
ini sebetulnya berdampak pula pada menurunnya alokasi uang 
untuk biaya studi anak.  
                                                          
     41 Wawancara : Ibu Irma Selaku Ketua Paguyuban Pemberdayaan Perempuan Desa Botteng, 
Pada Tgl 26 Februari 2014.  
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Relasi sosial yang dulunya mencirikan sikap keterbukaan dan 
gotong royong atau siola-ola dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan 
kini berubah menjadi sikap hidup yang cenderung individual. Orang lebih 
senang hidup untuk kepuasaan diri dan keluarganya dan tidak lagi berbagi 
dengan orang lain. Masyarakat Desa Botteng memperlihatkan dinamika 
atau gejala sosial yang khas. Modernisasi sebagai gerakan sosial 
berlangsung dengan cepat dan tetapi masih dalam tahap-tahap yang wajar. 
(perubahan dari tradisional ke modern). Artinya dinamika perkembangan 
dan pertumbuhan masyarakat berlangsung dengan cepat dan bertahap. 
Kenyataan di Desa Botteng memperlihatkan pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat tetapi tetap melalui 
tahapan yang sejalan dengan teori Rostow. Pasca tahun 2004 ketika akses 
jalan dibuka ke desa tersebut. Struktur masyarakat setempat menjadi 
berganti dengan hal-hal  baru yang dibawah dari luar. 
Perubahan sosial yang dialami suatu masyarakat bukan suatu yang 
salah, mengingat perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang 
diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 
komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan baru (difusi) 
dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat mencakup segala sistem 
sosial yang berkembang, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 
perilaku di antara kelompok masyarakat.42 
 
                                                          
     
42
 Soemarjan, Selo, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 1964) hlm 22 
68 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pembentukan daerah otonomi baru pada dasarnya dimaksudkan 
untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di 
tingkat lokal. Oleh karena itu pembentukan daerah harus dipertimbangkan 
berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, 
kependudukan, dan pertimbangan-pertimbangan dari aspek politik, sosial, 
budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang 
memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan 
tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. 
Semangat otonomi daerah ternyata membawa dampak yang besar 
bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah merasa mapan dan siap 
dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Tak terkecuali 
provinsi Sulawesi Barat yang saat ini menjadi bagian dari provinsi besar di 
Indonesia dan mulai menapaki pembangunan di wilayahnya. Dengan 
melihat pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Mamuju, penulis 
mencoba melakukan penelitian di Desa Botteng dengan melihat keadaan 
sosial ekonomi masyarakatnya. 
Berdasarkan penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 
selama pemekaran wilayah yang sudah berjalan selama sepuluh tahun ini, 
ada perubahan yang signifikan dibandingkan sebelum adanya pemekaran 
wilayah. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat 
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Desa Botteng yang mengalami perubahan secara positif, misalnya 
produktivitas pertanian masyarakat Desa Botteng mengalami kenaikan 
dibanding masa sebelum dimekarkannya Provinsi Sulawesi Barat. 
Pemekaran wilayah sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan sesudah 
diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat, maka akses ke Desa Botteng pun 
sangat mudah.  
Selain produktivitas pertanian, tingkat pengangguran, kemiskinan, 
dan komsumsi masyarakat Desa Botteng merupakan indikator dari adanya 
perubahan ekonomi di desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke 
tahun masyarakat Desa Botteng secara perlahan-lahan merubah stigma 
yang lama sehingga angka pengguran dan kemiskinan dapat di minimalisir 
di desa tersebut. Sedangkan komsumsi masyarakat Desa Botteng adalah 
hasil dari adanya perubahan ekonomi yang dialami dari tingkat keluarga 
sampai dalam masyarakat Desa Botteng sendiri. 
Sedangkan dalam hal keadaan sosial yang terjadi pasca pemekaran 
wilayah, dirasakan pengaruhnya dengan sangat besar. Hal ini dikarenakan 
tak lepas juga dari pengaruh modernitas dan teknologi. Dari yang awalnya 
masyarakat tradisional yang masih minim akan teknologi dan tertutup 
akan modernitas, sekarang membanjiri tiap-tiap masyarakat yang ada 
disana. Sebagai contoh masyarakat Desa Botteng saat ini secara 
keseluruhan telah menggunakan handpone sebagai sarana komunikasi. 
Akan tetapi masyarakat juga tetap membuka ruang-ruang yang positif 
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sehingga meminimalisir ancama-ancaman negatif yang mencoba 
merongrong setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Desa Botteng.  
B. Saran 
Keterbatasan referensi bukanlah sebuah kendala bagi penulis untuk 
melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini, penulis harus lebih melihat 
keterbatasan tesebut sehingga menjadi acuan dan hasil penelitian tersebut 
dapat menghasilkan kajian yang obyektif sesuai dengan apa yang terjadi, 
kemudian berimplikasi pada pada apa yang telah menjadi konsentrasi 
penulis. Wacana pemekaran wilayah dengan melihat kondisi sosial 
ekonomi merupakan konsentrasi penulis dalam melihat perkembangan 
masyarakat Desa Botteng yang merupakan wilayah dari Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, semoga penelitian ini 
dapat menjadi acuan dan bahan perbandingan bagi penulis lainnya dalam 
melakukan hal yang serupa. 
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